5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring, yaitu Zoom di

Bidang Pemerintahan khususnya pada bagian kefarmasian dan perbekalan

kesehatan, maka dapat disimpulkan:

1.

Apoteker memiliki lingkup kerja terstruktur pada ranah pemerintahan
melalui Dinas Kesehatan Tingkat Kota/Kabupaten hingga Kementerian
Kesehatan secara nasional terutama pada Bidang Sumber Daya
Kesehatan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan seputar
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga serta sumber
daya manusia kesehatan.

Program kebijakan kerja unggulan dari Apoteker dalam Dinas
Kesehatan Sub Bidang Kefarmasian, Makanan dan Minuman terdiri
atas Program Tata Kelola Obat Publik (OBLIK), Program Pelayanan
Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional (POR), Program
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Program Obat
Tradisional, Program Kosmetika dan Program Makanan dan Minuman.
Program kebijakan kerja unggulan dari Apoteker dalam Dinas
Kesehatan Sub Bidang Sarana dan Alat kesehatan terdiri dari Program
Pembinaan dan Pengendalian Tata Kelola, Produksi dan Distribusi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga.

Apoteker yang bekerja di Bidang Pemerintahan terutama Dinas
Kesehatan memiliki peranan penting mewujudkan masyarakat

Indonesia yang memiliki pola hidup sehat dan melek akan informasi
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seputar obat, penyakit maupun pencegahannya melalui regulasi yang

dibuat maupun program kerja.

5.2 Saran
Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui media daring, yaitu Zoom di

Bidang Pemerintahan khususnya pada bagian kefarmasian dan perbekalan

kesehatan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunyaprogram untuk melibatkan pelajar hingga mahasiswa (generasi
muda) sebagai agen kesehatan atau apoteker cilik bagi diri, sekolah,
keluarga dan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun melalui
media lainnya.

2. Pembuatan aplikasi Dinkes mobile yang dapat memuat informasi
terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan serta menjadi wadah
bagi masyarakat selain pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi

maupun melaporkan permasalahan riil seputar kesehatan.
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